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KEPALA DESA PLAYEN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PLAYEN
NOMOR 9TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLAYEN NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATANDESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLAYEN,
Menimbang	: a.	bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan desa;
		b.	bahwa dengan adanya perkembangan regulasi, perlu menyusun kembali Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakat Desa.

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta     (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  44,  Undang–Undang Keistimewaan DIY);
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor      9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5495);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan 


Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 5717);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010         tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 
1. Peraturan Daerah  Kabupaten Gunungkidul  Nomor  3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3).
1. Peraturan Desa Playen Nomor7 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2014-2020 (Lembaran Desa Playen Tahun 2014 Nomor ....);
1. Peraturan Desa Playen  Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAYEN
Dan
KEPALA DESAPLAYEN

MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLAYEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATANDESA

BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1

1. Desa adalahDesa Playen.
1. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desadibantu Perangkat Desasebagai unsur   penyelenggara pemerintahan desa.
1. KepalaDesaadalah Kepala Desa Playen.
1. Badan PermusyawaratanDesa yang selanjutnya disingkatBPDadalahlembaga yangmerupakan perwujudandemokrasidalam penyelenggaraan pemerintahandesa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan desa.
1. PeraturanDesaadalahperaturanyangdibuatoleh Kepala desadengan persetujuan BPD.
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
1. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerahotonom.
1. Bupatiadalah BupatiGunungkidul.
1. Kecamatan adalahwilayah kerja Camat sebagaiPerangkat Daerah.
1. CamatadalahpimpinanKecamatanyangberadadi bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada   Bupati melalui SekretarisDaerah.




1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkatLKDadalahlembaga yangadadan dibentuk  oleh pemerintah desa  dan masyarakat desa sebagaiupaya untukmemberdayakan masyarakatdalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
1. Lembaga   Pemberdayaan  Masyarakat  Desa   yang selanjutnyadisingkatLPMDadalah lembagayang dibentuk atasprakarsa masyarakat sebagaimitra PemerintahDesa dalammenampungdan menyalurkanaspirasi dankebutuhanmasyarakatdi bidang pembangunan.
1. Lembaga   Pemberdayaan   Masyarakat  Padukuhan yang selanjutnyadisingkatLPMP adalah lembaga yang  dibentukatas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra  Dukuh  dalam menampung dan menyalurkan aspirasidan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
1. Rukun Tetanggayang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentukmelalui musyawarahmufakat masyarakatsetempatdalam rangka memelihara danmelestarikankerukunan kehidupanmasyarakatantar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
1. RukunWarga yangselanjutnyadisingkatRWadalah organisasimasyarakatyang dibentuk melalui musyawarahmufakatmasyarakatdalam rangka memelihara danmelestarikankerukunankehidupan masyarakatantarRT berdasarkankegotong- royongan dan kekeluargaan.
1. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatansebagaiwadahdan sarana pengembangansetiap anggota masyarakatyang tumbuhdanberkembangatasdasar kesadarandan tanggungjawabsosialdari, oleh, dan untuk masyarakatterutama generasimuda diwilayahdesa yang bergerak di bidang usahakesejahteraan sosial.
1. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desayanguntukselanjutnya disingkat denganTPPKKDesa adalahfasilitator,perencana, pelaksana,pengendalidanpenggerakpada tingkat desa untukterlaksananya program PKK yang merupakanmitrakerjapemerintah,dan organisasi kemasyarakatan/lembagakemasyarakatan lainnya.
Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturan Desainiadalah untuk memberikanpedomanbagipemerintahandesa dalam membentukLembagaKemasyarakatan Desa.
Pasal 3

Tujuan  ditetapkannya  Peraturan  Desa  ini  adalah untuk terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN LKD
Pasal 4

1. Desa membentuk LKD.
1. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa secara   demokratis dengan mengutamakan  musyawarah mufakat.
1. Kepala  Desa  karena  jabatannya  memfasilitasi terbentuknya LKD.

Pasal 5

1. LKD bertugasmembantu pemeritah desadalam:
a.  melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.		ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaanpembangunan;dan




c.  meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
1. Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud padaayat (1),LKD memilikifungsi:
1. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
1. penanaman danpemupukanrasa persatuan dankesatuan masyarakat;
1. peningkatan kualitas dan percepatan pelayananPemerintah Desakepadamasyarakat Desa;
1. penyusunan rencana,pelaksanaan, pengendalian, pelestarian,dan pengembangan hasil pembangunan secarapartisipatif;
1. penumbuhan,pengembangan,  dan  penggerak prakarsa,partisipasi, swadaya, serta gotong royongmasyarakat;
1. peningkatan kesejahteraan keluarga;
1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;dan
1. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

1. LKD sebagaimanadimaksud dalamPasal5meliputi:
1. LPMD; 
1. LPMP; 
1. RW;
1. RT;
1. TP PKKDesa;dan 
1. Karang Taruna.
1. Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk Lembaga   Kemasyarakatan Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Pasal 7

LKDmelaksanakankegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakatmelalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:
1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
1. pelaksanaan pembangunan desa;
1. pemberdayaan masyarakat desa;dan 
1. pembinaankemasyarakatan desa.


BAB III
LPMD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi
Pasal 8

LPMDberkedudukandidesasebagai mitra pemerintah desadalamaspek perencanaan,pelaksanaan,dan pengendalianpembangunan Desa.

Pasal 9

Tugas LPMDmembantu pemerintah desadalamhal:
1. menyusun  rencana  pembangunan  secara partisipatif;
1. menggerakkanswadayagotongroyong masyarkat;dan
1. melaksanakan danmengendalikan pembangunan desa.







Pasal 10

FungsiLPMDmembantu pemerintah desadalamhal:
1. penampungandanpenyaluranaspirasimasyarakat dalampembangunan;
1. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dankesatuan masyarakat  dalamkerangka memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia;
1. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepadamasyarakat;
1. penyusunanrencana,pelaksanaan,pelestariandan pengembanganhasil-hasilpembangunan secara partisipatif;
1. penumbuhkembangan  dan  penggerak  prakarsa,partisipasi, serta  swadaya gotong royong masyarakat;dan
1. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensisumber dayaalamsertakeserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 11

Organisasi LPMD terdiri dari:
1. Ketua sebagai unsurPimpinan;
1. SekretarissebagaiunsurPembantuPimpinandalam penyelenggaraan administrasi
1. Bendahara sebagaiunsur PembantuPimpinandalam bidang administrasi keuangan;dan
1. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 12

1. Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
a.  Ketua;
b.  Wakil Ketua;
c.  Sekretaris;
d.  Bendahara; dan 
e.  Seksi-seksi.
1. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufe,meliputi :
1. Seksi PrasaranaWilayah;
1. Seksi Perekonomian;
1. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
1. Seksi Pemuda,Olahraga,dan Kesenian;dan 
1. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Jumlah kepengurusan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan.


Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus
Pasal 14




1. Persyaratan yang harusdipenuhi untuk dapatdipilih menjadi pengurus LPMD adalah :
1. bertakwakepada Tuhan Yang MahaEsa;
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. berusiapaling rendah 20(dua puluh) tahun;
1. tidakpernahdijatuhipidanapenjaraberdasarkan putusanpengadilan yangtelahmempunyai kekuatanhukum tetapkerena melakukantindak pidanayang diancam denganpidanapenjara palingsingkat5 (lima) tahunataulebih, kecuali5 (lima)tahunsetelah selesaimenjalani pidana penjaradanmengumumkansecara jujur dan terbuka kepada publikbahwayangbersangkutan pernahdipidana sertabukansebagaipelaku kejahatan berulang-ulang;
1. dapat membacadanmenulis;
1. bertempat tinggaldi desa setempat;dan 
1. bersediamenjadi Pengurus.
1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dilarang  merangkap   jabatan  menjadi  pengurus LPMD.

Bagian Kelima
MekanismePembentukan Pengurus
Pasal 15

1. Calon  anggota  pengurus  LPMD  diajukan  dari masing-masing Padukuhan berdasarkanhasil musyawarahmufakat masyarakat Padukuhan.
1. Pemilihan   pengurus LPMDdilakukan secara demokratisdenganmengutamakan  musyawarah mufakat.
1. Pengurus LPMDditetapkan dengan KeputusanKepala Desa.
1. Masa baktipengurus LPMD ditetapkan 6 (enam)tahun dan dapat dipilih kembali.
Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 16

1. Pengurus LPMD berhenti karena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri;atau 
1. diberhentikan.
1. Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufc karena:
1. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
1. tidak  memenuhi  lagi  syarat-syarat  menjadiPengurus LPMD;atau
1. telahberakhirmasajabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian AntarWaktu
Pasal 17

1. PengurusLPMDyang berhentisebelum habismasa jabatannya  digantikanoleh pengurus antarwaktu dari padukuhan asal.
1. Penggantiantarwaktusebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus  LPMD atas  usul  Dukuh setempat.
1. PergantianantarwaktupengurusLPMDditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.




BAB IV
LPMP
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi

Pasal 18

LPMPberkedudukandipadukuhan dan merupakan mitra Dukuh dalam   pemberdayaanmasyarakatpadukuhan.

Pasal 19

Tugas LPMP membantu Dukuh dalam:
1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
1. menggerakkan swadaya gotong  royong  masyarkat; dan
1. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.

Pasal 20

FungsiLPMP membantu Dukuh dalam:
1. penampungandanpenyaluranaspirasimasyarakat dalampembangunan;
1. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam  kerangka memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia;
1. peningkatan kualitas dan percepatan pelayananpemerintah kepadamasyarakat;
1. penyusunanrencana,pelaksanaan,pelestariandan pengembanganhasil-hasilpembangunan secara partisipatif;
1. penumbuhkembangan  dan  penggerak  prakarsa, partisipasi, serta  swadaya  gotong royong masyarakat;dan
1. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensisumber dayaalam sertakeserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 21

Organisasi LPMP terdiri dari :
1. Ketuasebagai unsurPimpinan;
1. SekretarissebagaiunsurPembantuPimpinandalam penyelenggaraan administrasi;
1. Bendahara  sebagai  unsur  Pembantu  Pimpinan dalambidang administrasi keuangan;dan
1. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus
Pasal 22

1. Susunan pengurus LPMP terdiri dari :
1. Ketua;
1. Wakil Ketua;
1. Sekretaris;
1. Bendahara; dan
1. Kelompok Kegiatan.
1. Kelompok Kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, jumlahnya disesuaikan kebutuhan.




Pasal 23

Jumlah  kepengurusan  LPMP  disesuaikan  dengan kebutuhan.


Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus
Pasal 24

1. Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMP adalah :
1. bertakwakepada Tuhan Yang MahaEsa;
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setia kepadaPancasiladan Undang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. berusiapaling rendah 20(dua puluh) tahun;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani  pidana  penjara dan  mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
1. dapat membaca dan menulis;
1. bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
1. bersedia menjadi Pengurus.
1. Kepala  Desa,  Perangkat  Desa  dan  anggota BPD, dilarang   merangkap   jabatan   menjadi   pengurus LPMP.

Bagian Kelima
MekanismePembentukan Pengurus
Pasal 25

1. Calon  anggota   pengurus  LPMP  diajukan  dari masing-masing wilayah RT.
1. Pemilihan   pengurus    LPMP   dilakukan    secara demokratisdenganmengutamakan  musyawarah mufakat.
1. Pengurus  LPMP  ditetapkan  dengan  KeputusanKepala Desa atas usulan Dukuh.
1. Masa baktipengurus LPMP ditetapkan 6 (enam)tahun dan dapat dipilih kembali.
1. MekanismemusyawarahpadukuhandiaturdalamPeraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 26

1. Pengurus LPMP berhenti karena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri;atau 
1. diberhentikan.
1. Pengurus LPMP diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufc,karena:
1. pindah tempat tinggal dari padukuhan yang bersangkutan;
1. tidak memenuhi lagisyarat-syaratmenjadiPengurus LPMP;atau
1. telahberakhirmasajabatannya.





Bagian Ketujuh
Pergantian AntarWaktu
Pasal 27

1. PengurusLPMPyangberhentisebelumhabismasa jabatannyadigantikanoleh pengurus antarwaktu.
1. Penggantiantarwaktusebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditunjukberdasarkanhasilmusyawarah mufakat pengurus LPMP.
1. PergantianantarwaktupengurusLPMPditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa atas usul Dukuh.

BABV
RW
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi
Pasal 28

RWberkedudukan di padukuhan sebagai forumRTyangmerupakanmitraDukuhdalamrangkamembina kerukunanwarga.

Pasal 29

RWmempunyai tugas:
1. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasimasyarakat di wilayahnya;
1. membina kerukunanwarga;
1. membantukelancarantugaspelayananmasyarakat;dan
1. mengkoordinasikankegiatan RT.

Pasal 30

RWmempunyai fungsi:
1. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;dan
1. pelayananmasyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 31

OrganisasiRWterdiridaripengurusdariunsurwilayahRT.

Bagian Ketiga Kepengurusan Susunan Pengurus
Pasal 32

Pengurus RW terdiri dari :
1. UnsurPimpinan	:  Ketua;
1. Unsur Pembantu Pimpinan	:  Sekretaris   danBendahara;dan 
1. Unsur Pelaksana      	:   Pengurus RT.


Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 33






1. Yang berhak dipilih menjadi pengurus RWadalah:
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setia kepada Pancasila dan Undang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. dapat membacadanmenulis; 
1. bertempat tinggaldi RWsetempat.
1. KepalaDesa,PerangkatDesa,danKetuaRTtidak dapat menjadi pengurus RW.
Bagian Kelima
MekanismePembentukan Pengurus
Pasal 34

1. PengurusRWdipilihdaridanolehperwakilanRT, tokohmasyarakat dalammusyawarahmufakat pemilihan pengurus.
1. PengurusRWditetapkandenganKeputusanKepala DesaatasusulDukuhberdasarkan hasil musyawarah mufakat.
1. MasabaktipengurusRWadalah6(enam)tahun terhitungsejaktanggalpelantikandandapatdipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 35

1. Pengurus RW berhentikarena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri;atau 
1. diberhentikan.
1. PengurusRW diberhentikansebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufc karena:
1. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;
1. tidak  lagi  memenuhi  syarat-syarat  menjadiPengurus RW;atau
1. telahberakhirmasajabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian AntarWaktu
Pasal 36

1. PengurusRW yangberhentisebelum berakhir masa jabatannya digantikanoleh AnggotaRWyang memenuhi persyaratan.
1. Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Dukuh.
1. Pemberhentian   Pengurus   dan   pergantian   antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.


BAB VI
RT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi
Pasal 37


1. RT berkedudukan dipadukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka  membinakerukunanhidup bertetangga yangberdasarkankegotong-royongan dankekeluargaan, yangberada dibawahdan bertanggung jawablangsung kepadaRW.



1. RTpalingsedikitterdiridari20(duapuluh)Kepala Keluarga setempatdanpalingbanyak terdiridari60 (enampuluh) KepalaKeluarga.
1. Ketentuan sebagaimana diatur ayat(2) dapat dikecualikan  berdasarkan  pertimbanganKepala Desa.

Pasal 38

RTbertugas:
1. memeliharakerukunan hidupantar tetangga;
1. membantumenjalankantugaspelayanankepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; dan
1. menyusunrencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong,dan swadayamurni masyarakat.
Pasal 39

RTmempunyai fungsi:
1. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;dan
1. pelayananmasyarakat.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 40

OrganisasiRTterdiridariunsurpengurusdanunsur anggota.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus
Pasal  41

Susunan pengurus RTterdiri dari :
1. Ketua;
1. Sekretaris;
1. Bendahara;dan
1. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus
Pasal 42

1. Persyaratanyangharusdipenuhiuntukdapatdipilih menjadi pengurus RTadalah:
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. dapat membacadanmenulis; dan
1. bertempat tinggaldi wilayah RTsetempat.
1. KepalaDesa, PerangkatDesa, dan KetuaRW tidak dapat menjadi pengurus RT.

Bagian Kelima
MekanismePembentukan Pengurus
Pasal 43

1. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalammusyawarahmufakat.




1. PembentukanpengurusRTdifasilitasiDukuhdan hasilnyadilaporkan kepadaKepalaDesa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
1. MasabaktipengurusRT adalah6(enam)tahundan dapat dipilih kembali.


Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus
Pasal 44

1. Pengurus RTberhentikarena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri;dan 
1. diberhentikan.
1. PengurusRT diberhentikansebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufc,karena:
1. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
1. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadiPengurus RT;dan
1. telahberakhirmasajabatannya.


Bagian Ketujuh
Pergantian AntarWaktu Pengurus RT 
Pasal 45

1. PengurusRTyangberhentisebelumberakhirmasa jabatannyadigantikanolehAnggotaRT yang memenuhi persyaratan.
1. PergantianantarwaktuPengurusRTdilakukan melaluimusyawarahmufakatdan hasilnya disampaikan kepadaKepala Desamelalui Dukuh.
1. Pemberhentian  pengurus  dan  pergantian  antar waktuPengurusRTditetapkandenganKeputusanKepala Desa.


BAB VII
TP PKKDESA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi
Pasal 46

TPPKKDesa berkedudukandidesadanmerupakan mitra pemerintah desadalampemberdayaan dan peningkatankesejahteraankeluarga.

Pasal 47

TugasTPPKKDesa membantupemerintahdesadalam hal :
1. menyusunrencanakerjagerakanpemberdayaandankesejahteraankeluarga;
1. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan danmotivasidalamupayamencapai keluarga sejahteradan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan,RW,RT,danDasaWisma;
1. menggali, menggerakan dan mengembangkanpotensimasyarakat,untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga   sesuai dengan  kearifan lokal;
1. mengadakanpembinaandanbimbinganmengenai pelaksanaan programkerjapemberdayaandan kesejahteraan keluarga;
1. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengankesejahteraan keluargadidesa;
1. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
1. melaksanakantertibadministrasi.




Pasal 48

FungsiTPPKKDesamembantupemerintahdesadalam hal :
1. penyuluhan dan motivator masyarakat untukmelaksanakan program     pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;dan
1. fasilitasi,perencanaan,pelaksanaan,pengendalian, pembinaan danpembimbingangerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.


Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 49

1. Susunan pengurusTP PKKDesa terdiri dari:
1. Ketua;
1. Wakil Ketua;
1. Sekretaris;
1. Bendahara; dan 
1. Kelompok Kerja.
1. Ketua TP PKKDesadijabat oleh isteri KepalaDesa.
1. DalamhalKepalaDesatidakmempunyaiisteriataudijabatolehseorangperempuan,makaKepaladesamenunjukKetuaTPPKKDesadariistriPerangkatDesa atau tokoh masyarakat.
1. KelompokKerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufe,meliputi :
1. KelompokKerjaImeliputibidangPenghayatan PengamalanPancasila danbidang Gotong Royong;
1. KelompokKerjaIImeliputibidangPendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangankehidupan berkoperasi;
1. Kelompok Kerja III   meliputi bidang Pangan, Sandang,Perumahan danTata laksanaRumah Tangga;dan
1. KelompokKerjaIVmeliputibidangKesehatan, pelestarian lingkunganhidupdanPerencanaan Sehat.

Pasal 50

Jumlah kepengurusanTPPKK Desadisesuaikan dengan kebutuhan.


Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 51

Yang dapatdipilih menjadi pengurus TP PKK Desa adalah :
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setiakepadaPancasiladanUndang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. dapat membacadanmenulis;
1. bertempat tinggaldidesasetempat;dan 
1. bersediamenjadi Pengurus.

Bagian Keempat
MekanismePembentukan
Pasal 52

1. Calonanggota pengurusTP PKK Desadiajukandari masing-masing Padukuhan.
1. PemilihanpengurusTPPKKDesadilakukansecara demokratisdengan mengutamakan  musyawarah mufakat.



1. Pengurus TP PKK Desa ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa.
1. Masa baktipengurusTPPKK Desaditetapkan6 (enam) tahundan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 53

1. Pengurus TP PKKberhenti karena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri;atau 
1. diberhentikan.
1. PengurusTPPKKDesadiberhentikansebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufc,karena:
1. pindah   tempat   tinggal   dari   desa   yang bersangkutan;
1. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadiPengurus TP PKKDesa;atau
1. telahberakhirmasajabatannya.


Bagian Keenam
Pergantian AntarWaktu
Pasal 54

1. PengurusTPPKKDesayangberhentisebelum habis masa jabatannyadigantikan olehpengurusantar waktu.
1. Penggantiantarwaktusebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditunjukberdasarkanhasilmusyawarah mufakat pengurus TPPKKDesa.
1. PergantianantarwaktupengurusTPPKKDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas,dan Fungsi
Pasal 55

KarangTarunaberkedudukandidesa sebagaimitra pemerintahdesadalammenyelenggarakan pembinaan generasi mudadan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Tugas  KarangTaruna membantu  pemerintah  desa dalamhal:
1. menyelenggarakanusahakesejahteraansosial;
1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
1. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi    muda di lingkungannya secarakomprehensif, terpadu,danterarahserta berkesinambungan;
1. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagigenerasimudadi lingkungannya;
1. menanamkanpengertian, memupuk dan meningkatkan kesadarantanggungjawabsosial generasi muda.
1. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa    kekeluargaan, kesetiakawanansosialdanmemperkuat nilai-nilai kearifandalambingkaiNegaraKesatuan Republik Indonesia;





1. memupukkreatifitasgenerasimudauntukdapat mengembangkan   tanggung jawab sosial yang bersifatrekreatif,kreatif,edukatif, ekonomis produktifdankegiatanpraktislainnya dengan mendayagunakan segalasumberdanpotensi kesejahteraansosialdilingkungannya secara swadaya;
1. menyelenggarakanrujukan, pendampingandanadvokasisosial bagi    penyandang  masalah kesejahteraansocial.
1. menguatkan sistemjaringan komunikasi, kerjasama, informasidankemitraandengan berbagaisektorlainnya;
1. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahansosialyangaktual;
1. mengembangkankreatifitas remajaencegahankenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;dan
1. menanggulangimasalah-masalah sosial, baik secarapreventif, rehabilitatifdalamrangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obatterlarangbagiremaja.


Pasal 57

Fungsi KarangTaruna  membantu pemerintah desa dalamhal:
1. pencegahan   timbulnya   masalah   kesejahteraan sosial,khususnya generasi muda;
1. penyelenggaraan   kesejahteraan   sosial   meliputi rehabilitasi, perlindungansosial, jaminansosial, pemberdayaansosialdandiklatsetiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
1. peningkatan UsahaEkonomi Produktif;
1. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadarandantanggung jawab sosialsetiap anggota masyarakat terutama generasi muda  untuk berperansecara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
1. penumbuhan,  penguatan, dan pemeliharaan kearifanlokal;dan
1. pemeliharaandanpenguatansemangatkebangsaan, Bhinneka Tunggal   Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 58

KeanggotaanKarang Tarunaadalahseluruhanggota masyarakatyangberusia 13tahunsampaidengan45 tahun.


Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 59

1. Susunan pengurusKarang Taruna terdiri dari :
1. Ketua;
1. Wakil Ketua;
1. Sekretaris;
1. Bendahara; dan 
1. Bidang-Bidang.
1. Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikankebutuhan.





Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 60

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurusKarang Taruna adalah :
1. bertakwakepada Tuhan Yang MahaEsa;
1. WargaNegaraRepublik Indonesia;
1. setia kepada Pancasila dan Undang-UndangDasar1945;
1. sehat jasmani dan rohani;
1. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 42(empat puluhdua) tahun;
1. tidak pernah dijatuhi pidana  penjara berdasarkan putusanpengadilanyang telah mempunyaikekuatanhukum tetapkerena melakukantindakpidanayangdiancam dengan pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun ataulebih,kecuali5(lima)tahun setelah selesai menjalani pidana  penjaradan mengumumkan secarajujurdanterbukakepada publikbahwa yang bersangkutan pernahdipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
1. dapat membacadanmenulis;
1. bertempat tinggaldi desa setempat;dan
1. bersediamenjadi Pengurus.

Bagian Kelima

MekanismePembentukan Pengurus

Pasal 61

1. Calonanggota pengurus Karang Taruna diajukan masing-masing Padukuhan.
1. Pemilihan  pengurus  Karang  Taruna  dilakukansecarademokratis denganmengutamakan musyawarah mufakat.
1. Pengurus KarangTaruna ditetapkan dan dilantik oleh organisasi induk.
1. MasabaktipengurusKarangTarunaditetapkan3 (tiga) tahundan dapatdipilih kembali.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 62

1. Pengurus Karang Tarunaberhenti karena:
1. meninggal dunia;
1. atas permintaan sendiri; atau
1. diberhentikan.
1. Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c, karena:
1. pindah  tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
1. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadiPengurus Karang Taruna;dan/atau 
1. telahberakhirmasajabatannya.





Bagian Ketujuh
Pergantian AntarWaktu

Pasal 63

1. Pengurus KarangTaruna yang berhenti  sebelum habis masa jabatannyadigantikan olehpengurus antarwaktu.
1. Penggantiantarwaktusebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditunjuk berdasarkanhasilmusyawarah mufakat pengurus Karang Taruna.
1. Pergantianantar waktupengurusKarangTaruna ditetapkan olehorganisasi induk.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 64

Sumber pendanaan LKD bersumberdari :
1. SwadayaMasyarakat;
1. Anggaran Pendapatandan Belanja Desa;dan/atau 
1. Sumberdanalain yang sah dan tidak mengikat.


BAB X

HUBUNGANKERJA

Pasal 65

1. DalampenyelenggaraantugasnyaLKDmenerapkan prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikaldan horisontal.
1. Setiap pimpinan LKDbertanggungjawab dalam memimpin, memberikanbimbingan, petunjuk, perintah, danmengawasisertamengendalikan pelaksanaan tugas.
1. HubungankerjaLKDdenganpihakketigabersifat kemitraan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

1. LPMD,TPPKK,dan KarangTarunabertanggung jawabsecaratertulis setiaptahunkepadaKepala Desa.
1. LPMP,RW,danRTbertanggungjawabsecaralisan atautertulissetiap tahunkepadaKepalaDesa melaluiDukuh.


BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 67

PemerintahDesa melaksanakanpembinaandengan memfasilitasi pemberdayaanLKD melalui pemberianpedoman, bimbingan,pelatihan,dan supervisi.



BABXIII

KETENTUANPERALIHAN
Pasal 68

KepengurusanLKDyangsudahadapadasaat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.


BABXIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 69

Denganberlakunya PeraturanDesainimaka Peraturan DesaNomor6Tahun
2013tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Desa PlayenTahun 2013Nomor6)dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 70

Peraturan Desaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran DesaPlayen.
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